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ABSTRAK

Geng motor adalah bagian dari suatu kultur (subkultur) masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah, ataupun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi. Semua kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sangat meresahkan masyarakat Indonesia saat ini, tak terkecuali masyarakat Kota Tebing Tinggi, karena tidak jarang geng motor membawa senjata tajam.
Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e disebutkan pengertian senjata tajam. Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun bentuk metode dari penelitian penulisan skripsi ini adalah suatu metode adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach)
Berdasarkan posisi kasus dan putusan nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt diatas  Penerapan Pidana oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam oleh genk motor pada Putusan 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt yang dilakukan oleh Terdakwa melihat kepada Dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam oleh geng motor pada perkara nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt berupa pertimbangan yang bersifat yuridis (dakwaan, tuntutan, alat bukti, barang bukti) dan non yuridis (pertimbangan sosiologis dan filosofis).
Kata Kunci: Senjata Tajam, Geng Motor, Pertimbangan Hakim, Putusan, Pemidanaan
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DAFTAR PUSTAKA 

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang


Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut
.
Kehadiran komunitas sepeda motor menimbulkan permasalahan sosial ditengah–tengah masyarakat. Perilaku komunitas motor dalam berkendara sebenarnya bukan hal baru. Pandangan negatif masyarakat terhadap komunitas motor di atas diperkuat oleh berbagai kasus yang terjadi seperti peristiwa oknum anggota geng motor melakukan perusakan warung-warung dipinggiran jalan.

Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kekerasan geng motor seperti merampok, membegal motor, mengganggu masyarakat adalah banyaknya anak muda yang pengangguran , kurangnya perhatian dari orang tua, keberadaan geng motor ingin diakui, mendapat dorongan dari lingkungan antar geng motor lain

Fenomena Kejahatan geng motor ini telah menjadi kejahatan yang sudah menjadi trending topic dan biasanya banyak dilakukan oleh kaum remaja. Semua kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sangat meresahkan masyarakat Indonesia saat ini, tak terkecuali masyarakat Kota Tebing Tinggi. Tidak hanya pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, tetapi kejahatan seperti

pengerusakan fasilitas umum, bentrok antar sesama geng motor, penganiayaan yang sampai merenggut nyawa orang lain, pemalakan, tidak jarang aksi penganiyaan yang dilakukan oleh kelompok geng motor dengan memakai senjata tajam.


Bahkan kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata tajam ini semkain marak terjadi dan tidak hanya digunakan oleh orang dewasa, tetapi juga remaja atau anak di bawah umur.
 Oleh karena itu, kepemilikan senjata tajam tanpa izin merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Kasus kepemilikan sejata tajam menimpa seorang pemuda berusia 21 tahun berasal dari Jalan. Lintas Medan Tebing Tinggi Rampah Kiri, Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Berdagai. yang dimana pemuda ini harus diamankan oleh polisi akibat diketahui membawa senjata tajam jenis bilah sabit/clurit. Polisi mengamankan pria tersebut dengan barang bukti bilah sabit/clurit terbuat dari besi yang gagangnya di lilit dengan tali tambang warna putih. Akibat kepemilikan senjata tajam tersebut perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Sajam, Senpi dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1.

Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terdapat suatu kasus yaitu perkara Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt. Dalam kasus tersebut, Bahwa Bahwa, saksi melihat Terdakwa dan rombongannya membawa senjata tajam sambil mengendarai sepeda motor dan menyeret senjata tajam tersebut kejalan aspal. Menurut keterangan saksi bahwa, Pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023, sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan teman teman saksi sedang duduk di depan RS. Pamela Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi melihat dari arah Kota Tebing Tinggi menuju arah Kota Medan ada 4 (empat) sepeda motor masing masing sepeda motor menumpangi 3 (tiga) orang membawa senjata tajam berupa 2 (dua) bilah clurit, Tongkat Base Ball dan dan pisau pemotong es batu, dimana 1 (satu) unit sepeda motor yang menumpangi 3 (tiga) orang membawa 1 (satu) senjata, sepeda motor yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam lis merah, 1 (satu) unit sepeda motor Verja warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario menyeret tongkat Base Ball ke jalan aspal sedangkan pisau pemotong es batu dan pisau panjang diacungkan kan keatas sambil berteriak teriak “ Namun tidak jelas apa yang diucapkan” dan secara spontan saksi bersama teman teman langsung mengejar para pelaku menggunakan mengendarai sepeda motor dan para pelaku langsung melajukan sepeda motornya kearah Kota Medan, pada saat saksi mengejar para pelaku, pelaku berpencar ada yang duluan dan ada yang belakangan begitu juga dengan saksi dan teman teman mengejar para pelaku dengan berpencar, saksi mengejar pelaku berdua dengan teman saksi bernama Fahrul yang mengendarai sepeda motor Vario sampai Simpang Pintu Tol Tebing Tinggi namun tidak dapat lalu saksi putar arah kembali kearah Kota Tebing Tinggi;

Bahwa setelah aksi kejar-kejaran tersebut saksi bersama temannya mendapatkan satu orang pelaku atau terdakwa yang langsung diamankan oleh saksi bersama warga dan pelaku atau terdakwa langsung dibawah ke Polres Tebing Tinggi berikut 1 (satu) bilah sabit/clurit terbuat dari besi yang gagangnya di lilit dengan tali tambang warna putih. Bahwa senjata tajam tersebut diselipkan dibalik baju depan perut terdakwa yakni bertujuan untuk di pergunakan pada saat melakukan tawuran.


Atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memberikan amar putusan sebagai berikut : “Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.”


Berdasarkan pada kasus diatas penulis beranggapan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlalu ringan dan hanya mengikuti tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum, adapun dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Tentang Ketentuan mengenai sajam sendiri tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 berbunyi, “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” 

Seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada tuntutan Penuntut Umum dan menurut penulis hal tersebut belum memberikan efek jera kepada terdakwa, karena atas perbuatannya bisa saja akan ada korban jiwa.

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul Penerapan Pidana Terhadap Pengguna Senjata Tajam Oleh Geng Motor (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt)
B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap Terdakwa seorang anggota geng motor dengan membawa senjata tajam pada putusan nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara kepada Terdakwa seorang anggota geng motor dengan membawa senjata tajam pada putusan nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt?
C. Tujuan Penelitian



Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.

2. Untuk mengetahui mengetahui penerapan pidana terhadap Terdakwa seorang anggota geng motor dengan membawa senjata tajam pada putusan nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara kepada Terdakwa seorang anggota geng motor dengan membawa senjata tajam pada putusan nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt.
D. Kegunaan Penelitian


Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :
a) Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini memberikan sumbangan bagi pengembang Ilmu Hukum Pidana khususnya Hukum Pidana di luar KUHP.
b) Kegunaan Praktis 
Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap aparat penegak hukum dalam memahami penerapan pidana terhadap Terdakwa seorang anggota geng motor dengan membawa senjata tajam.
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana


Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.



Istilah “strafbaar feit” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman (pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.


 Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).


Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :
a. Simons, memberi batasan pengertian strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

b. Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah strafbaar feit sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

c. Pompe, mengenai strafbaar feit adalah sebagai berikut: ”strafbaar feit itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.

d. Moeljatno menerjemahkan istilah “strafbaar feit” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

e. Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.


Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan strafbaar feit, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam kitab Undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “Strafbaar Feit”, sebagai berikut:

1) Delik (delict). 

2) Peristiwa pidana (E.Utrecht). 

3) Perbuatan pidana (Moeljanto). 

4) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. 

5) Hal yang diancam dengan hukum. 

6) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum. 

7) Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan (misdrijven); dan 

b. Pelanggaran (overtredingen);
Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.
Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (misddrijven) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (overtredingen) yang dimuat dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materil (materieel delicten).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa atau kelalaian.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif atau disebut juga tindak pidana komisi (delicto commissionis) dan tindak pidana pasif/ negatif atau disebut juga tindak pidana omisi (delicto ommissionis).

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (aflopende delicten) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus (voordurende dellicten)

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan atara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana, misalnya tindak pidana korupsi (UU No. 30 Tahun 2002), tindak pidana penyalahgunaan narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) . 

g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana proria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.

i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHPidana adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan katakata: “barangsiapa yang.... ” kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada “orang”. 

b. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia. 

c. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia. 

d. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.
Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:
1) Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:

a. Ada perbuatan;

b. Ada sifat melawan hukum;
c. Tidak ada alasan pembenar;
d. Mampu bertanggungjawab;
e. Kesalahan;
f. Tidak ada alasan pemaaaf

2) Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:

a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
b. Ada sifat melawan hokum
c. Tidak ada alasan pembenar

Selanjutnya unsur- unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

a. Mampu bertanggungjawab
b. Kesalahan
c. Tidak ada alasan pemaaf
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah;

1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).

2) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).

3) Melawan hukum (onrechmatig). 

4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).
Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

1) Perbuatan (yang); 
2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 

4) Dipertanggungjawabkan
Menurut Andi Zainal Abidin Farid bahwa walaupun unsur-unsur tiap-tiap tindak pidana berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

1. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;

2. Akibat (khusus tindak pidana-tindak pidana yang dirumuskan secara materil);

3. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam) dan;
4. Tidak adanya dasar pembenar.

Dan apabila merujuk kepada Buku II KUHP, maka terdapat sebelas unsur tindak pidana, yaitu
1. Unsur tingkah laku;

2. Unsur melawan hukum;

3. Unsur kesalahan;

4. Unsur akibat konstitutif;

5. Unsur keadaan yang menyertai;

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

9. Unsur objek hukum tindak pidana;

10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.


Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum (2-3) yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya (1, 4-11) berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHPidana) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).

Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam
1. Pengertian Senjata Tajam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Senjata tajam adalah senjata yang tajam seperti pisau, pedang dan golok.
 Senjata adalah dalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, bisa juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.


Senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari binatang buas, tapi juga untuk melawan musuh. Senjata juga bisa menjadi penanda perkembangan budaya suatu bangsa, cara mereka menggunakan dan menggunakan senjata juga berkembang, terutama di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman, nilai senjata tajam tradisional telah berubah, seperti nilai kumbang kura-kura.
 Nilai telah berubah dari alat tempur menjadi barang koleksi. Suatu saat, suatu alat dapat menjadi alat untuk merugikan orang lain. Pengaruh fisik kelompok terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern merupakan salah satu faktor transfer nilai dalam peradaban manusia.


Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e disebutkan pengertian senjata tajam. Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951
2. Jenis-Jenis Senjata Tajam

Indonesia kaya dengan berbagai macam suku atau etnis secara otomatis budaya dan adat mereka juga beraneka macam, termasuk senjata yang mereka pakai secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Senjata parang dan pisau tradisional adalah sebuah alat yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia pada masa lampau sebagai senjata untuk berburu maupun alat membela diri apabila terjadi perkelahian. Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu:
 

a. Badik
Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik dipingganya. 

b. Keris 
Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu daja pada waktu tertentu, misalnya : 

1) Upacara perkawinan 

2) Upacara pelantikan raja 

3) Pada waktu pengambilan sumpah 

c. Tombak 
Tombak adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik. 

d. Celurit 
Jenis senjata tajam ini berbentuk pipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula perfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan diladang. Tetapi tidak jarang cerulit ini digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan cerulit ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat cerulit ini juga digunakan untuk kegiatan berkebun tapi dengan sebutan yang berbeda yaitu Arit. 

e. Kapak 
Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu. 

f. Parang 
Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian. Pedang Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi.pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja. 

g. Busur 
Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Busur popular dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah. Maka dari itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang. 

h. Samurai atau katana 
Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang mengarah kebawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah ke atas.
3. Penggunaan Senjata Tajam tanpa Hak Ditinjau Dari 
Undang-Undang No.12 Tahun 1951

Kebiasaan masyarakat zaman dahulu membawa senjata tajam untuk menunjukkan identitas dirinya ataupun untuk berjaga-jaga, di mana bukti membawa sebilah keris sudah menjadi kebiasaan orang Jawa dulu dapat diperkuat dari cacatan perjalanan seseorang berkewarganegaraan Inggris yakni Holden & Hardingham pada tahun 1914 di dalam buku cacatan perjalanannya mereka menduduki Yogyakarta di mana pada di bukunya mereka melihat-lihat koleksi keris, meskipun mempunyai ukuran dan bentuk yang beragam, mengikuti satu pola yang sama.
 Setiap lelaki Jawa membawa satu dan diselipkan pada ikat pinggang, di bagian punggung mereka, panjangnya mulai dari 12 inci hingga 18 inci, agak datar, meskipun bentuknya kadang meliukliuk seperti ular, belatinya mempunyai ulir yang indah dan mempunyai gagang yang terbuat dari gading gajah yang diukir dan dihiasi dengan emas dan batu-batu mulia. Sarung belatinya juga dihiasi sedemikian rupa akan tetapi ini hanya berlaku bagi para bangsawan dan orang-orang jawa yang kaya, rakyat biasa akan puas dengan gagang polos dan sarung kayu.


Delik penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk diatur dalam Pasal 2 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dinyatakan sebagai berikut: 

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatusenjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. 

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Membawa senjata tajam apalagi menggunakannya tanpa memiliki hak/izin merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar ketentuan Undang-undang, disebabkan karena telah ada ketentuan yang mengatur tentang senjata tajam yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1). Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka.
C. Tinjauan Umum Tentang Geng Motor
1. Pengertian Geng Motor


Istilah gangs (geng) ini sejak lama telah digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok berkisar dari “play group” (kelompok bermain di masa kanak-kanak dan remaja) hingga kelompok kejahatan terorganisasikan. Geng menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasanya terdiri dari anak-anak muda.
 Beranjak pada pengertian yang lebih sederhana, geng adalah kelompok perkoncoan remaja, bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. Ini merupakan kelompok yang anggotanya selalu bersama-sama secara teratur, dan mereka menentukan sendiri kriteria keanggotaannya.


Menurut Kartini Kartono, geng banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar. Geng juga identik dengan berbagai bentuk kenakalan yang mengarah pada tindak kriminalitas.
 Beberapa hal yang biasanya terdapat dalam geng motor menurut Katini Kartono adalah: pertama, kepemimpinan; kedua istilah-istilah tertentu yang hanya dimiliki dan dimengerti oleh geng motor tersebut; ketiga, ada aturan khusus yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.


Geng motor adalah bagian dari suatu kultur (subkultur) masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah, ataupun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi.


Di dalam kelompok geng motor tadi kemudian muncul bahasa sendiri dengan penggunaan kata dan istilah khusus yang hanya dapat dimengerti oleh para anggota geng itu sendiri. Timbul pula ungkapan bahasa, gerak tubuh dan isyarat sandi tertentu. Dari seluruh kelompok itu selanjutnya muncul satu tekanan kepada semua anggota kelompok, agar setiap individu mau menghormati dan mematuhi segala aturan yang sudah ditentukan.


Berkaitan dengan sanksi sebagaimana yang dikatakan oleh Kartono, maka segala sesuatu yang dianggap melanggar ketentuan dalam geng, maka individu tersebut akan dikenakan sanksi berupa kekerasan, dikucilkan, dan ejekan yang diterima dari anggota lainnya sampai dikeluarkan dari keanggotaan geng.

2. Jenis Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor.
Keberadaan gerombolan atau geng motor akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan para anggota geng motor semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota di seluruh Indonesia. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi geng motor tersebut. Wujud perilaku perilaku menyimpang yang dilakukan tersebut yaitu;

1) Kebut-kebutan di jalanan yang menggangu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2) Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan primitif yang tidak terkendali serta kesenangan dengan meneror lingkungan;
3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, sehingga menyebabkan korban jiwa;
4) Vandalisme diberbagai fasilitas;
5) Berpesta pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, yang menggangu lingkungan;
6) Kecanduan dan ketagihan narkotika yang erat dengan dengan tindak kejahatan;

7) Tindakan radikal dan ekstrem, dengan cara kekerasan, penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.
D. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Pidana
 
1. Pengertian Penerapan Pidana


Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
 Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.
 


Perihal penerapan pidana, terdapat beberapa sanksi pidana dalam KUHP “lama” yang masih berlaku saat ini, sebagaimana dimuat pada Pasal 10 KUHP, dikenal adanya dua jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kemudian, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim.

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan.
 Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan UndangUndang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pidana 


Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.  Pasal 1 angka 5, berbunyi : “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkunganperadilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.


Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu: 

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan 

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim 

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya


Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.
 


Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.



Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:

1) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat. 

2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.


Hakim memerlukan bahan fakta agar dapat meyakinkan bahwasanya suatu kejadian atau peristiwa secara nyata terjadi untuk memutus suatu perkara secara objektif dan benar. Hakim tidak dapat memutus perkara tersebut sampai pengadilan dapat membuktikan bahwa kejadian ataupun peristiwa tersebut benar dan nyata adanya, kecuali jika hal itu didukung oleh fakta sehingga tampak bahwa para pihak mempunyai hubungan hukum.


Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi: 
(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

(2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.

Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.

B. Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan
Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue.

approach).
 Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka cara yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Hukum Pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Sajam, Senpi dan Bahan Peledak, Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080. 
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tersier, atau penunjang, yaitu Bahan hukum tersier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus dan Ensiklopedia hukum.
D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik berupa peraturan perundangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku- buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
E. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.
 Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif yakni melalui data yang diperoleh kemudian dianalisissecara deskriptif kualitatif yaitu analisa yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dengan demikian diperoleh kesimpulan mengenai penerapan pidana terhadap pengguna senjata tajam oleh geng motor dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt.
BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Terdakwa Seorang Anggota Geng Motor Dengan Membawa Senjata Tajam Pada Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt
1. Posisi Kasus
Berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa beserta teman-teman satu geng Terdakwa duduk-duduk di basecamp mereka di dekat pintu tol Rampah Kiri kemudian WENDI (belum tertangkap) yang merupakan ketua geng mereka mengatakan “ayok kita loring yok” (loring atau jalan-jalan membawa senjata tajam) lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya mematuhi perintah WENDI kemudian sekira pukul 22.30 WIB mereka sebanyak dua belas orang dengan berboncengan mengendarai empat unit sepeda motor pergi menuju lapangan meredeka Kota Tebing Tinggi membawa senjata yang telah dipersiapkan oleh WENDI dengan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih, WENDI membawa 1 (satu) buah gergaji es balok, BRIAN (belum tertangkap) membawa 1 (satu) batang pemukul bisbol dan IRGI (belum tertangkap) membawa 1 (satu) bilah arit dan mereka yang membawa senjata tersebut duduk diboncengan; 

Selannjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB setelah keliling-keliling lapangan merdeka Kota Tebing Tinggi Terdakwabersama dengan WENDI, BRIAN, IRGI dan 8 (delapan) orang teman 

Terdakwa lainnya pulang menuju Rampah Kiri Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai kemudian pada saat melintasi jalan di depan RS Sri Pamela Kota Tebing Tinggi Jl. Jend. Sudirman Kel. Sri Padang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa menyeret 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih ke aspal jalan dan BRIAN menyeret 1 (satu) batang pemukul bisbol ke aspal jalan sedangkan WENDI mengacungkan 1 (satu) bilah gergaji es balok ke arah pengguna jalan lainnya dan IRGI mengacungkan 1 (satu) bilah arit ke atas ke arah pengguna jalan lainnya yang kemudian dilihat oleh Saksi KHOIRUL AMRI dan Saksi MUHAMAD FAHRUL ANBIYA dan melihat hal tersebut langsung Saksi KHOIRUL AMRI dan Saksi MUHAMAD FAHRUL ANBIYA mengejar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lalu Terdakwa mengetahui dikejar oleh Saksi KHOIRUL AMRI dan Saksi MUHAMAD FAHRUL ANBIYA spontan Terdakwa bersama dengan teman
teman Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor mereka untuk kabur ke Rampah Kiri Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai kemudian pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melintasi Jl. Yos Sudarso Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa diberhentikan oleh masyarakat yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya meneriakkan “pinggir kalian, pinggir…” dan sepeda motor yang diboncengi oleh Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitar dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi KHOIRUL AMRI dan Saksi MUHAMAD FAHRUL ANBIYA ke Polres Tebing Tinggi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya pergi melarikan diri;

Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih, 1 (satu) batang pemukul bisbol, 1 (satu) bilah gergaji es balok dan 1 (satu) bilah arit tidak untuk memotong rumput, memotong dahan dan ranting pohon atau bermain bola kasti maupun memotong es balok melainkan untuk membalas dendam kepada geng motor yang pernah membacok atau melukai Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya.
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
· Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALWI Alias ALWI pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2023 bertempat di Simpang SMP Negeri 8 Kota Tebing Tinggi Jl. Yos Sudarso Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidak
tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
· Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa beserta teman-teman satu geng Terdakwa duduk-duduk di basecamp mereka di dekat pintu tol Rampah Kiri kemudian WENDI (belum tertangkap) yang merupakan ketua geng mereka mengatakan “ayok kita loring yok” (loring atau jalan-jalan membawa senjata tajam) lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya mematuhi perintah WENDI kemudian sekira pukul 22.30 WIB mereka sebanyak dua belas orang dengan berboncengan mengendarai empat unit sepeda motor pergi menuju lapangan meredeka Kota Tebing Tinggi membawa senjata yang telah dipersiapkan oleh WENDI dengan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih, WENDI membawa 1 (satu) buah gergaji es balok, BRIAN (belum tertangkap) membawa 1 (satu) batang pemukul bisbol dan IRGI (belum tertangkap) membawa 1 (satu) bilah arit dan mereka yang membawa senjata tersebut duduk diboncengan; 
· Selannjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB setelah keliling-keliling lapangan merdeka Kota Tebing Tinggi Terdakwabersama dengan WENDI, BRIAN, IRGI dan 8 (delapan) orang teman Terdakwa lainnya pulang menuju Rampah Kiri Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai kemudian pada saat melintasi jalan di depan RS Sri Pamela Kota Tebing Tinggi Jl. Jend. Sudirman Kel. Sri Padang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa menyeret 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih ke aspal jalan dan BRIAN menyeret 1 (satu) batang pemukul bisbol ke aspal jalan sedangkan WENDI mengacungkan 1 (satu) bilah gergaji es balok ke arah pengguna jalan lainnya dan IRGI mengacungkan 1 (satu) bilah arit ke atas ke arah pengguna jalan lainnya yang kemudian dilihat oleh Saksi KHOIRUL AMRI dan Saksi MUHAMAD FAHRUL ANBIYA dan melihat hal tersebut langsung Saksi KHOIRUL AMRI dan Saksi MUHAMAD FAHRUL ANBIYA mengejar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lalu Terdakwa mengetahui dikejar oleh Saksi KHOIRUL AMRI dan Saksi MUHAMAD FAHRUL ANBIYA spontan Terdakwa bersama dengan teman
teman Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor mereka untuk kabur ke Rampah Kiri Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai kemudian pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melintasi Jl. Yos Sudarso Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa diberhentikan oleh masyarakat yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya meneriakkan “pinggir kalian, pinggir…” dan sepeda motor yang diboncengi oleh Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitar dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi KHOIRUL AMRI dan Saksi MUHAMAD FAHRUL ANBIYA ke Polres Tebing Tinggi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya pergi melarikan diri;
· Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih, 1 (satu) batang pemukul bisbol, 1 (satu) bilah gergaji es balok dan 1 (satu) bilah arit tidak untuk memotong rumput, memotong dahan dan ranting pohon atau bermain bola kasti maupun memotong es balok melainkan untuk membalas dendam kepada geng motor yang pernah membacok atau melukai Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya.

· Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Sajam, Senpi dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH-Pidana.
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 

a. Menyatakan terdakwa Muhammad Alwi alias Alwi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak membawa senjata tajam” sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Sajam, Senpi dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. 

b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan. 

c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 

d. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan 

e. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan; 

f. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

4. Nota Pembelaan Terdakwa

Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 18 April 2024 yang menerangkan agar Majelis Hakim yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa, Agar Majelis Hakim yang Kami Muliakan menjatuhkan hukuman yang seringan
ringannya atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. (ex aquo et bono);

5. Amar Putusan

MENGADILI:

a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alwi alias Alwi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal; 

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; 

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

d. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; 

e. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan; 

f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

6. Analisis Penulis

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut dilakukan pembuktian mengenai unsur-unsur dari pada yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun unsur-unsur yang dipenuhi pada perkara ini adalah dakwaan tunggal pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Sajam, Senpi dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
a. Unsur Barangsiapa; 

· Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya; 
· Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Alwi alias Alwi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

b. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);
· Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti; 
· Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)” adalah menunjuk kepada adanya perbuatan dengan sengaja tanpa ijin dari pihak yang berwajib mengusai dan membawa benda-benda seperti busur dengan anak panah, parang,pisau, dan lain-lain yang dapat melukai bahkan menyebabkan kematian bagi orang lain; 
· Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Simpang SMP Negeri 8 Kota Tebing Tinggi Jl. Yos Sudarso Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa tertangkap oleh saksi-saksi saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit/clurit terbuat dari besi yang gagangnya di lilit dengan tali tambang warna putih;
· Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih, 1 (satu) batang pemukul bisbol, 1 (satu) bilah gergaji es balok dan 1 (satu) bilah arit tidak untuk memotong rumput, memotong dahan dan ranting pohon atau bermain bola kasti maupun memotong es balok melainkan untuk membalas dendam kepada geng motor yang pernah membacok atau melukai Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk tawuran, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa secara sah menurut hukum telah memenuhi unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);
Dalam hal ini, bahwa Penulis melihat kesesuaian mengenai proses secara formil dan materil dalam kasus putusan 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt, maka dari itu penerapan hukum materil dari putusan 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt telah sesuai dengan undang undang yang berlaku.
Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat kita lihat dalam putusan 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt, dimana hakim memberikan putusan dan juga pendapatnya. Dalam kasus di atas tindak pidana pelaku pembawa senjata tajam penerapan pidana yang diterapkan oleh Hakim yaitu menerapkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan begitu juga tuntutan penuntut umum yang umumnya menuntut 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang umumnya sama dengan putusan Hakim, apabila melihat hal tersebut disini Jaksa yang terlalu ringan dalam hal memberikan tuntutan kepada Terdakwa dengan berbagai alasan dibaliknya, Majelis Hakim sudah menerapkan pidana yang sama seperti yang di tuntutan Jaksa, namun seharusnya Majelis Hakim juga dapat menggunakan kewenangannya, karena kebebasan dan kemandirian seorang Majelis Hakim dijamin oleh undang-undang, maka Majelis Hakim bisa menjatuhkan kurang, sama, atau bahkan melebihi tuntutan jaksa, hal tersebut karena perbuatan seperti itu dapat diancam dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu maksimal selama 10 tahun.

Mengenai penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara kepada Terdakwa Seorang Anggota Geng Motor dengan Membawa Senjata Tajam Pada Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt
Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt ini ialah dengan mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis, penjelasannya sebagai berikut;

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Dalam penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt , Hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP yakni sebagai berikut.

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi juga merupakan salah satu alat bukti terpenting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Keterangan saksi dalam Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt terdapat 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan pada kasus turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam. 

1) Saksi Khoirul Amri bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

· Bahwa, saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata sajam; 
· Bahwa, Pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023, sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan teman teman saksi sedang duduk di depan RS. Pamela Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi melihat dari arah Kota Tebing Tinggi menuju arah Kota Medan ada 4 (empat) sepeda motor masing masing sepeda motor menumpangi 3 (tiga) orang membawa senjata tajam berupa 2 (dua) bilah clurit, Tongkat Base Ball dan dan pisau pemotong es batu, dimana 1 (satu) unit sepeda motor yang menumpangi 3 (tiga) orang membawa 1 (satu) senjata, sepeda motor yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam lis merah, 1 (satu) unit sepeda motor Verja warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario menyeret tongkat Base Ball ke jalan aspal sedangkan pisau pemotong es batu dan pisau panjang diacungkan kan keatas sambil berteriak teriak “ Namun tidak jelas apa yang diucapkan” dan secara spontan saksi bersama teman teman langsung mengejar para pelaku menggunakan mengendarai sepeda motor dan para pelaku langsung melajukan sepeda motornya kearah Kota Medan, pada saat saksi mengejar para pelaku, pelaku berpencar ada yang duluan dan ada yang belakangan begitu juga dengan saksi dan teman teman mengejar para pelaku dengan berpencar, saksi mengejar pelaku berdua dengan teman saksi bernama Fahrul yang mengendarai sepeda maotor Vario sampai Simpang Pintu Tol Tebing Tinggi namun tidak dapat lalu saksi putar arah kembali kearah Kota Tebing Tinggi; 

· Bahwa kemudian saksi dan teman saksi kumpul di tugu Selamat Datang Kota Tebing Tinggi, tidak lama kami di tugu ada seoarang laki laki yang tidak saksi kenal mendatangi saksi mengatakan “ Udah dapat satu pelakunya di depan SMP 8, sehingga saat itu saksi bersama Fahrul langsung ke arah SMP 8 dan setelah tiba di SMP 8, benar pelaku bernama Muhammad Alwi sudah diamankan oleh beberapa warga setempat; 

· Bahwa saksi bersama teman teman langsung membawa terdakwa Muhammad Alwi ke Polres Tebing Tinggi berikut 1 (satu) bilah sabit/clurit terbuat dari besi yang gagangnya di lilit dengan tali tambang warna putih; 

· Bahwa senjata tajam tersebut diselipkan dibalik baju depan perut terdakwa; 

· Bahwa, saksi melihat Terdakwa dan rombongannya membawa senjata tajam sambil mengendarai sepeda motor dan menyeret senjata tajam tersebut ke jalan aspal. 

· Bahwa, saksi tidak tahu Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
2) Saksi Muhamad Fahrul Anbiya bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

· Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata sajam;

· Bahwa, Pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023, sekira pukul 00.30 Wib, saksi dan teman teman saksi sedang duduk di depan RS. Pamela Kota Tebing Tinggi, kemudian saksi melihat dari arah Kota Tebing Tinggi menuju arah Kota Medan ada 4 (empat) sepeda motor masing masing sepeda motor menumpangi 3 (tiga) orang membawa senjata tajam berupa 2 (dua) bilah clurit, Tongkat Base Ball dan dan pisau pemotong es batu, dimana 1 (satu) unit sepeda motor yang menumpangi 3 (tiga) orang membawa 1 (satu) senjata, sepeda motor yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam lis merah, 1 (satu) unit sepeda motor Verja warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario menyeret tongkat Base Ball ke jalan aspal sedangkan pisau pemotong es batu dan pisau panjang diacungkan kan keatas sambil berteriak teriak “ Namun tidak jelas apa yang diucapkan” dan secara spontan saksi bersama teman teman langsung mengejar para pelaku menggunakan mengendarai sepeda motor dan para pelaku langsung melajukan sepeda motornya kearah Kota Medan, pada saat saksi mengejar para pelaku, pelaku berpencar ada yang duluan dan ada yang belakangan begitu juga dengan saksi dan teman teman mengejar para pelaku dengan berpencar, saksi mengejar pelaku berdua dengan teman saksi bernama Khoirul Amri yang mengendarai sepeda maotor Vario sampai Simpang Pintu Tol Tebing Tinggi namun tidak dapat lalu saksi putar arah kembali kearah Kota Tebing Tinggi; 

· Bahwa kemudian saksi dan teman saksi kumpul di tugu Selamat Datang Kota Tebing Tinggi, tidak lama kami di tugu ada seoarang laki laki yang tidak saksi kenal mendatangi saksi mengatakan “ Udah dapat satu pelakunya di depan SMP 8, sehingga saat itu saksi bersama Khoirul Amri langsung ke arah SMP 8 dan setelah tiba di SMP 8, benar pelaku bernama Muhammad Alwi sudah diamankan oleh beberapa warga setempat; 
· Bahwa saksi bersama teman teman langsung membawa terdakwa Muhammad Alwi ke Polres Tebing Tinggi berikut 1 (satu) bilah sabit/clurit terbuat dari besi yang gagangnya di lilit dengan tali tambang warna putih; 

· Bahwa senjata tajam tersebut diselipkan dibalik baju depan perut terdakwa; 

· Bahwa, saksi melihat Terdakwa dan rombongannya membawa senjata tajam sambil mengendarai sepeda motor dan menyeret senjata tajam tersebut ke jalan aspal; 

· Bahwa, saksi tidak tahu Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;

b. Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

· Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik; 

· Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Simpang SMP Negeri 8 Kota Tebing Tinggi Jl. Yos Sudarso Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa tertangkap oleh saksi
saksi saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit/clurit terbuat dari besi yang gagangnya di lilit dengan tali tambang warna putih; 

· Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa beserta teman-teman satu geng Terdakwa duduk-duduk di basecamp mereka di dekat pintu tol Rampah Kiri kemudian WENDI (belum tertangkap) yang merupakan ketua geng mengatakan “ayok kita loring yok” (loring atau jalan-jalan membawa senjata tajam) lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya mematuhi perintah WENDI; 

· Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) orang dengan berboncengan mengendarai empat unit sepeda motor pergi menuju lapangan meredeka Kota Tebing Tinggi membawa senjata yang telah dipersiapkan oleh WENDI dengan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih, WENDI membawa 1 (satu) buah gergaji es balok, BRIAN (belum tertangkap) membawa 1 (satu)
· batang pemukul bisbol dan IRGI (belum tertangkap) membawa 1 (satu) bilah arit dan mereka yang membawa senjata tersebut duduk diboncengan; - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB setelah keliling-keliling lapangan merdeka Kota Tebing Tinggi Terdakwa bersama dengan WENDI, BRIAN, IRGI dan 8 (delapan) orang teman Terdakwa lainnya pulang menuju Rampah Kiri Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai kemudian pada saat melintasi jalan di depan RS Sri Pamela Kota Tebing Tinggi Jl. Jend. Sudirman Kel. Sri Padang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa menyeret 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih ke aspal jalan dan BRIAN menyeret 1 (satu) batang pemukul bisbol ke aspal jalan sedangkan WENDI mengacungkan 1 (satu) bilah gergaji es balok ke arah pengguna jalan lainnya dan IRGI mengacungkan 1 (satu) bilah arit ke atas ke arah pengguna jalan lainnya yang kemudian dilihat oleh saksi-saksi;

· Bahwa selanjutnya saksi-saksi mengejar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lalu Terdakwa mengetahui dikejar oleh saksi-saksi spontan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor mereka untuk kabur ke Rampah Kiri Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai kemudian pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melintasi Jl. Yos Sudarso Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Terdakwa diberhentikan oleh masyarakat yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya meneriakkan “pinggir kalian, pinggir…” dan sepeda motor yang diboncengi oleh Terdakwa tersebut berhenti lalu Terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitar dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya pergi melarikan diri;

· Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih, 1 (satu) batang pemukul bisbol, 1 (satu) bilah gergaji es balok dan 1 (satu) bilah arit tidak untuk memotong rumput, memotong dahan dan ranting pohon atau bermain bola kasti maupun memotong es balok melainkan untuk membalas dendam kepada geng motor yang pernah membacok atau melukai Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya; 

· Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk tawuran; 

· Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal; 

· Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
c. Petunjuk

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
· Bahwa, benar Pada hari Minggu, tanggal 03 Desember 2023, sekitar pukul 00.30 Wib ketika saksi-saksi sedang duduk di depan RS. Pamela Kota Tebing Tinggi saksi melihat dari arah Kota Tebing Tinggi menuju arah Kota Medan ada 4 (empat) sepeda motor masing masing sepeda motor menumpangi 3 (tiga) orang membawa senjata tajam berupa 2 (dua) bilah clurit, Tongkat Base Ball dan dan pisau pemotong es batu, dimana 1 (satu) unit sepeda motor yang menumpangi 3 (tiga) orang membawa 1 (satu) senjata, sepeda motor yang digunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam lis merah, 1 (satu) unit sepeda motor Verja warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario menyeret tongkat Base Ball ke jalan aspal sedangkan pisau pemotong es batu dan pisau panjang diacungkan kan keatas sambil berteriak teriak; 

· Bahwa secara spontan saksi –saksi langsung mengejar para pelaku menggunakan mengendarai sepeda motor dan para pelaku langsung melajukan sepeda motornya kearah Kota Medan; 

· Bahwa saksi-saksi mengejar pelaku yang mengendarai sepeda maotor Vario sampai Simpang Pintu Tol Tebing Tinggi namun tidak dapat lalu kami putar arah kembali kearah Kota Tebing Tinggi kemudian kami kumpul di tugu Selamat Datang Kota Tebing Tinggi, tidak lama kemudian ada seorang laki laki yang mendatangi saksi mengatakan “ Udah dapat satu pelakunya di depan SMP 8, sehingga saat itu saksi –saksi langsung ke arah SMP 8 dan setelah tiba di SMP 8, benar pelaku bernama Muhammad Alwi sudah diamankan oleh beberapa warga setempat lalu saksi-saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi berikut 1 (satu) bilah sabit/clurit terbuat dari besi yang gagangnya di lilit dengan tali tambang warna putih;
· Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membawa 1 (satu) bilah sabit / celurit terbuat dari besi yang gagangnya dililit dengan tambang warna putih, 1 (satu) batang pemukul bisbol, 1 (satu) bilah gergaji es balok dan 1 (satu) bilah arit tidak untuk memotong rumput, memotong dahan dan ranting pohon atau bermain bola kasti maupun memotong es balok melainkan untuk membalas dendam kepada geng motor yang pernah membacok atau melukai Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya; 

· Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk tawuran; 

· Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Pertimbangan Non Yuridis

Untuk pertimbangan Non-Yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu: pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis sebagai berikut;

a. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, ketika memutuskan bagaimana melanjutkan kasus turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam oleh geng motor, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan. Adapun hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan perkara No. 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt. sebagai berikut;

1) Keadaan yang memberatkan: 

· Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat; 
2) Keadaan yang meringankan: 

· Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya; - 
· Terdakwa belum pernah dihukum;

b. Pertimbangan Filosofis

Secara filosofis Majelis hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam bertujuan tidak semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai bentuk pembinaan kepadanya agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana. 
Pertimbangan secara filosofis adalah majelis mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan. Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

3. Analisis Kasus

Dalam Putusan No. 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai berdasarkan dengan alat bukti yang sah, dimana dalam perkara ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi dan bukti berupa senjata tajam jenis barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit/celurit terbuat dari besi. Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya itu, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat penulis simpulkan berdasarkan Putusan Perkara No. 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt, Penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Sajam, Senpi dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dikarenakan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi dan terbukti sebagai fakta didepan persidangan pengadilan. 
Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang. Terkait hakim yang menjatuhkan pidana minimal terhadap terdakwa, menurut penulis hal tersebut tidak selamanya dapat diterapkan karena berpotensi menjadi yurisprudensi di masa-masa yang akan datang, namun demikian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa putusan hakim bersifat independen dan harus bebas dari intervensi dari pihak manapun, dalam kondisi yang demikian semua putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Penulis berharap Majelis Hakim dalam Perkara No. 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt. seharusnya lebih menekankan hukuman yang lebih berat mengingat tindak pidana ini adalah titik awal dari tindak pidana lain yang lebih berat, misalnya pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan tentu pastinya ada korban baik korban luka-luka maupun korban meninggal. 
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dalam perkara perbuatan terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Sajam, Senpi dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan putusan hakim yaitu pidana penjara selama Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam pada perkara nomor 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt berupa pertimbangan yang bersifat yuridis (dakwaan, tuntutan, alat bukti, barang bukti) dan non yuridis (pertimbangan sosiologis dan filosofis)
B. Saran

1. Putusan yang ringan dijatuhkan oleh Hakim masih bisa saja tidak membuat pelaku jera dan sewaktu-waktu dapat mengulangi perbuatannya kembali. Dengan demikian, diperlukannya kehati-hatian oleh penegak hukum seperti jaksa sebagai penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan

tuntutan agar menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara. Oleh sebab itu, hakim dalam memutuskan putusan mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.
2. Diharapkan para penegak hukum dapat bekerja sama dalam memberikan sosialisasi hukum mengenai dampak dari adanya kejahatan senjata tajam. Dan untuk masyarakat umum agar lebih hati-hati lagi dalam melakukan tindakan agar tidak merugikan orang lain, serta mulai menyadari hal-hal yang dilarang dan dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan agar tidak terjadinya sanksi-sanksi yang justru merugikan diri sendiri.
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JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL PENALTIES FOR CARRYING
SHARP WEAPONS BY MOTORCYCLE GANGS
(Case Study of Decision Number: 57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt)

Motorcycle gangs are part of a social subculture typically composed of male
teenagers or young men who share common social backgrounds, regions, or
schools and express themselves through motorcycling. The crimes committed by
motorcycle gangs have greatly disturbed Indonesian society, including the people
of Tebing Tinggi, especially since motorcycle gangs offen carry sharp weapons.
According to Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police, Article
15, paragraph 2, letter ¢ provides a definition of sharp weapons. In this law,
sharp weapons refer to piercing, stabbing, and striking tools, excluding objects
used for agricultural purposes, houschold tasks, legal professional activities, or
items that are considered heirlooms, antiques, or magical objects as regulated in
Law Number 1/Drt/1951. This research is descriptive-analytical, describing the
applicable regulations in relation to legal theories and the practice of positive
law regarding the formulated issues. The method used in this thesis research is a
statutory approach. Based on the case position and Decision Number
57/Pid.Sus/2024/PN.b, the application of criminal penalties by the judge in
deciding the crime of unlawfuly carrying sharp weapons by a motorcycle gang
was based on the Prosecutor’s Indictment, the Prosecutor’s Demands, witness

testimony, the defendant's statement, and the available evidence. The judge's

considerations in imposing criminal penalties on the perpetrators imvolved in
unlawfully carrying sharp weapons by motorcycle gamgs in case mumber
57/Pid.Sus/2024/PN.Tbt included juridical considerations (indictments. demands,
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